BAB I 

PENDAHULUAN
A. Latar  Belakang  Masalah

Masih banyak masyarakat di desa-desa yang tidak mengetahui tatacara wakaf yang baik dan benar. Banyak ditemukan perwakafan yang belum dicatatkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga beresiko terjadi sengketa dikemudian hari. Sengketa adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing- masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama.
 Jadi yang dimaksud dengan sengketa wakaf adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang memperjuangkan kepentingannya masing-masing, objeknya adalah tanah wakaf atau benda-benda yang berada di tanah wakaf tersebut. Penyebab sengketa wakaf kebanyakan terjadi karena  subjeknya yaitu naẓir, wakif, maupun ahli waris wakif

Di dalam fiqih tidak ditemukan aturan penyelesaian sengketa secara teknis, namun mengatur tentang perdamaian yang disebut dengan ṣulhu. Ṣulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan usaha tersebut diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, atau dengan kata lain ṣulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk perselisihan dan pertengkaran
.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Wakaf adalah  salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai hubungan yang erat antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial masyarakat muslim. Selain berdimensi ubudiyah, ia juga berfungsi sebagai penyambung jalinan sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Sebagai bentuk ibadah, wakaf juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam tuntunan ajaran Agama Islam.

KHI pada Buku III hukum perwakafan Bab I Pasal 215 ayat I berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Kemudian harta benda wakaf harus dimiliki oleh wakif secara sah sesuai dengan ketentuan UU No.41 tahun 2004 Pasal 15 yang berbunyi: “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Keberadaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpai adanya perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan tentang wakaf, seringlah muncul disebabkan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf.

Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali

Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan, antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan perundangan mencantumkan ikrar wakaf merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
 Pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 memberikan alternatif penyelesaian sengketa secara umum melalui musyawarah, mediasi, arbitrase dan jalan terkhir melalui Pengadilan. seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

2. Apabila cara menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, undang-undang Pasal 62 ayat 2 dijelaskan yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke badan arbitrase syari’ah. Apabila melalui badan arbitrase syari’ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Syari’ah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menjumpai sebuah kasus sengketa wakaf di tanah Masjid Baitussa’adah Dukuh Jetis Wetan Desa Karangsari Kecmataan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Berawal dari seorang wakif yang bernama Mbah Khudhori yang ingin mewakafkan tanahnya untuk membuat masjid dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat sebagai tempat ibadah , sekitar tahun 1965 mbah Khudhori mewakafkan tanahnya kepada mbah Dulloh Rusidan seorang tokoh masyarakat di daerah itu,pada waktu itu beliau tidak punya rumah dan hidup sebagai marbot di masjid itu, kemudian mbah Khudori mewakafkan tanah tersebut kepada mbah Dulloh Rusidan dengan syarat harus merawat masjid itu dan tanah tersebut boleh di pakai tapi tidak boleh di miliki apalagi di jual. Namun, proses wakaf tersebut tidak catat oleh nadzir maupun pemerintahan setempat hanya dengan ucapan yang di saksikan oleh beberapa masyarakat setempat.

Pada tahun 1980 an masjid Baitussa’adah itu di sertifikatkan oleh kepengurusan baru namun hanya sebagian tanah ,dan sebagianya lagi masih kosong dan terdapat rumah mbah Dulloh Rosidan si penerima wakaf, dan hidup di situ bersama anak anaknya ,beliau mempunya 4 anak dan umurnya sudah tua tua sampai sekarang, 

Awal mula terjadi sengketa tanah wakaf tersebut berawal dari keinginan anak dari Mbah Dulloh Rosidan untuk memiliki tanah itu karena yang mereka ketahui tanah itu milik bapaknya . Karena terjadi miskomunikasi antara anaknya, takmir masa dulu yang sudah meninggal dan beberapa pemerintahan desa dulu,sehingga ada yg mengatakan itu milik mbah Dulloh dan ada yang mengatakan rumah itu bagian dari wakaf masjid itu.

Perselisiahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama ,namun kembali lagi di ungkit oleh anaknya mbah Dulloh Rosidan yang bernama Yatin pada tahun 2023 , beberapa langkah perdamaian yang sudah di lakukan oleh ta’mir masjid yang sudah di lakukan ,namun belum juga terselesaikan karena dari kedua belah pihak antara keluarga mbah Dulloh Rosidan dan kepengurusn ta’mir saling kuat argumenya.

Pihak anak Mbah Dulloh Rosidan beranggapan bahwa tanah tersebut dulu sudah di berikan kepada Mbah Dulloh Rosidan dan ingin di sertifikatkan oleh Yatin anak mbah Dulloh Rosidan ,tetapi pihak takmir masjid mewakili ahli waris beranggapan tanah tersebut hanya di berikan dan di suruh memakainya tapi tidak boleh di miliki
. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui, meneliti problematika hak milik atas tanah yang berlaku di Indonesia. Untuk itu peneliti bermaksud mengangkatnya sebagai suatu penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian  Sengketa Wakaf Di Tanah Masjid Baitussa’adah ( Rumah Marbot Masjid ) Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun” 
B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

a. Sengketa tanah wakaf di Masjid Baitussa’dah 
b. Kedudukan tanah wakaf yang di sengketakan 
c. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf
2. Pembatasan Masalah  

Agar mempermudah pembahasan dalam penulisan, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai keinginan penulis. Penulis akan membatasi masalah pada penyelesaian sengketa tanah wakaf. 

3. Rumusan Masalah

Setelah melihat paparan latar belakang diatas terdapat beberapa kasus mengenai sengketa wakaf, yang menjadi fokus dalam penelitian kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tijauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa rumah marbot di tanah wakaf  Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tersebut ?

2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa rumah marbot di tanah wakaf Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tersebut ?
C. Penegasan istilah 

1. Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, dari akar kata wa-qa-fa yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Kata waqafa-yaqifu- waqfan semakna dengan kata habasa-yahbisu-tahbi>san yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata wakaf berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Disebut menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

2. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Undang-undang ini dapat dijelaskan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sengketa wakaf di rumah marbot di  tanah Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa rumah marbot di tanah Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen  
E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya penyelesaian sengketa wakaf.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi yang berharga bagi umat Islam tentang pentingnya akta ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf.

F. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Akhmad Fahrudin (0216223) “Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam” Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al- Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulannya yaitu subjek hukum wakaf, objek wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini.
 Perbedaanya adalah penulis memfokuskan terhadap penyelesaian dan kedudukan tanah sengekta wakaf di Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Dimana wakaf saat ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efesien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.

2. Tesis yang disusun oleh Ismawati dari Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007, dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Dalam penelitian tersebut Ismawati mengfokuskan penelitiannya pada penyelesaian sengketa menurut pandangan hukum positif.

Sedangkan penulis menulis tugas akhir dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

3.  Tesis yang ditulis oleh Muhammad Shihab dari program magister Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang 2010, dengan judul Sengketa Tanah Wakaf Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati). Dalam penelitian tersebut peneliti mengfokuskan penelitiannya pada sengketa wakaf masjid. Pada penelitian tersebut Muhammad meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap sengketa wakaf masjid.
 Sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis sengketa wakaf dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf di Tanah Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
Dari beberapa penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan sekripsi ini mempunyai perbedaan, yaitu : tujuan, objek penelitian dan implikasi yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Sebab fokus penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini pada proses penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di tanah Masjid Baitussa’adah  Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
G. Kerangka Teori

1. Sengketa wakaf

Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, yang mengakibatkan perkelahian hebat, daerah yang menjadi pokok petengkaran (menjadi rebutan)
. Jadi yang dimaksud dengan sengketa wakaf adalah pertengkaran yang terjadi setelah wakaf berhasil dikelola dengan profesional dan manfaanya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Sebagaimana diketahui dalam kenyataan dilapangan tidak jarang terjadi perselisihan atau persengketaan terhadap benda wakaf. Pengelolaan tanah wakaf melalui rentang waktu yang lama, tidak bisa dihindari adanya sengketa dengan fihak-fihak tertentu. Sengketa wakaf produktif yang dialami, kebanyakan terjadi dengan ahli waris, anak dari wakif atau wakif sendiri
. 

Sebab-sebab sengketa atau konflik perwakafan dapat diidentifikasi karena hal-hal berikut: Persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf; Tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf; Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf; Wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf; Penyalahgunaan peruntukan dan fungsi harta benda wakaf oleh Naẓir; Dan Sebab-sebab lain. Dari identifikasi tersebut masih banyak lagi penyebab-penyebab munculnya sengketa wakaf yang melibatkan perseorangan, lembaga, bahkan dengan institusi pemerintahan.

2. Proses Penyelesaian sengketa menurut fiqih

Di dalam fiqh tidak ditemukan tentang proses penyelesaian sengketa secara teknis, namun fiqh menerangkan dan mengatur tentang peradamaian.  Perdamaian berasal dari kata aṣ-ṣulh. Menurut bahasa, perdamaian berarti mengakhiri pertikaian. Sedangkan menurut istilah syariat perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan ini disebut muṣalih, hak dalam pertikaian disebut muṣalah „anhu. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu pihak yang bertikai disebut kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut muṣalah’alaih atau badal aṣ-ṣulh.

Perdamaian adalah saling berbaikan dan saling menerima antara kedua belah pihak yang bertikai. Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath, perdamaian itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: perdamaian seorang muslim dan seorang kafir; perdamaian antara kedua suami istri; perdamaian antara dua kelompok yang memberontak dengan kelompok yang adil; perdamaian antara dua belah pihak yang saling membenci seperti dua suami dan istri; perdamaian dalam hal kecelakaan seperti membebaskan biaya; dan perdamaian demi menghentikan pertikaian apabila terjadi perseteruan baik dalam bidang kepemilikan atau persekutuan seperti jalan raya.

3. Penyelesaian sengketa wakaf di luar pengadilan

Di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur perdamaian di luar persidangan. Perdamaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, dengan mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi), dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku sengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata. Metode alternatif penyelesaian sengketa akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan baik itu berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya;

2) Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, organisasi dengan pihak, kelompok atau organisasi lainnya.

3) Mediasi adalah prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri;

4) Konsiliasi adalah usaha mempertemukan kinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut

4. Penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun1977 sampai sekarang sudah berlaku 40 tahun, namun masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait dengan perwakafan tanah milik berbunyi: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

1) Menurut keetentuan dalam pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari’at Islam, meliputi:

2) Wakaf, wakif, Naẓir, ikrar dan saksi;

3) Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);

4) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf

H. Metode Penelitian

Metode penelitiana adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pengumpulan data dan analisis masalah dibidang illmu pengetahuan.  Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang di teliti. Penelitian lapangan (Field Research), dengan maksud mempelajari secara intansif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat
. Lokasi penelitian ini adalah di Masjid Baitussadah dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.
Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dilapangan adalah sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat penuh yakni untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, dilakukan di Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena objek permasalahan yang akan dikaji terjadi di sana.

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan masalah yang diangkat, peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, yaitu data tentang sengketa tanah wakaf Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan juga tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Sedangkan sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesain sengketa, yaitu takmir masjid dan pemerintahan Desa Karangsari.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Metode observasi adalah suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam hal ini yang diobservasi adalah mengenai masalah perwakafan sengketa tanah wakaf Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen , yang lebih lanjut diaplikasikan tentang peran nadzir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut.

2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.  Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyeleaian sengketa, yaitu takmir masjid( Bapak Aminudun Zuhri S.Ag), Kepala desa dan pemerintahan setempat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif  kualitatif  yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan- rumusan statistik dan pengukuran
. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:
Bab pertama, pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data tentang wakaf dengan pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, rukun-rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, macam- macam wakaf, kriteria nadzir, tata cara penyelesaian sengketa wakaf menurut hukum Islam dan menurut hukum positif, mekanisme wakaf benda tidak bergerak dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.
Bab ketiga, memaparkan tentang hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menerangkan tentang gambaran umum masjid dan sengketa wakaf di tanah Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang menganalisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap sengketa wakaf di tanah Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dan penyelesaian sengketa wakaf di tanah Masjid Baitussaadah  Dukuh Jetis Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
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